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ABSTRAK 

 

Berliano Arrasyid, (2025): Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan 

Agama Pekanbaru No. 1747/Pdt.G/2022/Pa.Pbr 

Tentang Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz 

Perspektif Maqashid Syari’ah 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya putusan Pengadilan Agama 

yang tidak sesuai dengan hadits dan Kompilasi Hukum Islam yaitu putusan 

Pengadilan Agama No. 1747/Pdt.G/2022/PA.Pbr yang memutuskan untuk 

memberikan hak asuh anak kepada bapak. Sedangkan, dalam hadits dan KHI 

sudah dijelaskan bahwasanya selagi ibu belum menikah kembali dan anak belum 

mumayyiz atau belum berumur 12 tahun maka yang paling berhak atas hak asuh 

anak adalah ibu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan 

hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 

1747/Pdt.G/2022/PA.Pbr terkait pemberian hak asuh anak kepada bapak dan 

perspektif Maqashid Syari‟ah terhadap putusan hakim Pengadilan Agama 

Pekanbaru No. 1747/Pdt. G/2022/PA.Pbr. 

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana dasar 

pertimbangan hukum hakim memutuskan bapak sebagai pemegang hak asuh anak 

yang belum mumayyiz dalam putusan No. 1747/Pdt.G/2022/Pa.Pbr dan bagaimana 

perspektif Maqashid Syari‟ah terhadap kepentingan terbaik bagi anak belum 

mumayyiz dalam perkara hak asuh anak dalam putusan No. 

1747/Pdt.G/2022/Pa.Pbr. 

Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (library research) yang 

bersifat normatif hukum. Sumber penelitian yang digunakan meliputi sumber 

primer yaitu putusan Pengadilan Agama No. 1747/Pdt.G/2022/PA.Pbr serta bahan 

hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal dan bahan bacaan lain terkait dengan 

penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 

mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan dan dianalisis 

menggunakan teknik analisis isi (content analysis).  

Hasil dari penelitian ini adalah Pengadilan Agama Pekanbaru tidak 

memberikan hak asuh anak kepada orang tua perempuan (ibu anak). Adapun 

kesimpulannya antara lain: Pertama, pertimbangan hukum hakim Pengadilan 

Agama Pekanbaru memberikan hak asuh anak kepada bapak dalam putusan No. 

1747/Pdt.G/2022/PA.Pbr adalah melihat dari kemashlahatan bagi anak dari sisi 

agama, perkembangan fisik anak, pendidikan dan psikologi anak. Kedua, setelah 

peneliti menganalisis putusan hakim, memang benar putusan tersebut bertolak 

belakang dengan hadits dan KHI akan tetapi jika di tinjau dari perspektif 

Maqashid Syari‟ah putusan hakim telah selaras dengan mempertimbangkan 

kemashlahatan bagi anak, yang mana terjaganya kemashlahatan bagi manusia 

merupakan tujuan utama dari Maqashid syari‟ah. 

 

Kata Kunci: Putusan, Pengadilan Agama, Hadhanah, Maqashid Syari‟ah, Anak  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang berada di 

bawah Mahkamah Agung. Pengadilan Agama mempunyai kewenangan 

mengadili, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perselisihan yang 

melibatkan individu-individu yang beragama Islam, sesuai dengan ketentuan yang 

diatur pada peraturan Undang-Undang yang berlaku.
1
 

Peradilan Agama memiliki otoritas dalam aspek perdata tertentu, yang 

tidak mencakup bidang pidana yang khusus ditujukan bagi individu muslim di 

Indonesia. Selain itu, Peradilan Agama di Indonesia juga memiliki kewenangan 

untuk menangani perkara-perkara tertentu dalam ranah hukum perdata Islam, 

tanpa mencakup seluruh aspek hukum perdata Islam.
2
 Berdasarkan cakupan 

kewenangannya, Peradilan Agama dikategorikan sebagai peradilan yang khusus 

diakibatkan hanya menangani jenis perkara yang spesifik atau pihak-pihak dari 

golongan tertentu.
3
 

Kewenangan Peradilan Agama mempunyai aturan yang dituangkan 

dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49, yang dikatakan bahwa 

Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, 

serta menyelesaikan perkara pada tingkat pertama yang melibatkan individu-

                                                           
1Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 

Nomor 157 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 25 ayat (1) dan (3). 

2Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 7. 

3Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia Edisi Revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2003), Cet. Ke-4, h. 159. 
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individu beragama Islam. Ruang lingkup perkara tersebut meliputi aspek-aspek 

seperti kewarisan, perkawinan, wakaf, hibah, infak, sedekah, serta yang berkaitan 

dengan ekonomi syari‟ah.
4
 

Peradilan Agama berperan sebagai lembaga peradilan khusus yang 

melayani masyarakat muslim. Dalam masyarakat yang majemuk seperti 

Indonesia, penegakan keadilan bagi setiap individu harus tetap terjamin, tanpa 

memandang agama yang dianut, maupun dalam konteks penerapan hukum 

berdasarkan ajaran Islam. Keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia 

sering kali memunculkan hubungan hukum antarindividu yang berbeda agama, 

terutama dalam ranah hukum keluarga, yang tidak dapat dihindari.
5
  

Pernikahan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 1974, adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai 

suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang 

bahagia, stabil dan kekal, berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.
6
 

Perkawinan merupakan ajaran agama yang dianjurkan bagi mereka yang telah 

mampu melaksanakannya. Tujuannya adalah untuk mencegah perilaku maksiat, 

baik dalam bentuk pandangan yang tidak terjaga maupun tindakan perzinaan. 

Dalam syariat Islam, perkawinan memiliki fungsi penting, yaitu menjaga 

kehormatan diri dan pasangan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang, 

                                                           
4Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4611 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama, Pasal (4) 

5M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-

undang No. 7 Tahun 1989), (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), Cet. Ke-3, h. 39. 

6Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1974 Nomor 1 tentang Perkawinan, Pasal 1. 
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melestarikan keberlangsungan manusia melalui kelahiran dan keturunan, 

memastikan kejelasan garis keturunan, serta membangun kerja sama antar suami 

dan istri dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Perkawinan juga 

merupakan perjanjian yang mendasari kasih sayang, dukungan timbal balik dan 

penguatan hubungan antar keluarga.
7
  

Perkawinan memberikan rasa tenang dan damai bagi pria maupun 

wanita. Dalam ikatan pernikahan, kedua pasangan hidup rukun, saling 

mendukung, dan menghadapi berbagai persoalan kehidupan bersama. Ketika 

seorang suami merasa lelah karena pekerjaannya atau tekanan hidup, ia dapat 

menemukan kedamaian dan kenyamanan di rumah bersama keluarganya. Di sisi 

lain, istri merasa tenang dengan kehadiran suami yang bekerja keras untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan penuh tanggung jawab, ia mengurus 

rumah tangga dan kebutuhan anak-anaknya, sehingga tercipta kebahagiaan yang 

mendalam dalam kehidupan kekeluargaan.
8
  

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT: 

 

نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَ  هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ  إِنَّ حَْْةً وَمِنْ آياَتوِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أزَْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إِليَ ْ
لِكَ  فِ  رُونَ  لقَِوْمٍ  لََياَتٍ  ذََٰ   يَ تَ فَكَّ

Artinya: 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 

                                                           
7Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Jilid 9. (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 

40-41. 

8Abdul Majid Mahmud Mathlub, Judul asli, Al Wajiz fi Ahkam Al-Usrah Al-Islamiyah, 

alih bahasa oleh Harits Fadly dan Ahmad Khotib, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, (Solo: Era 

Intermedia, 2005), h. 5. 



4 

 

 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum [30]: 21)
9
 

 

Hamka menafsirkan dalam kitab tafsir Al-Azhar bahwa mawaddatan 

diartikan dengan cinta yang merupakan rasa rindu seorang pria terhadap seorang 

perempuan dan seorang perempuan terhadap seorang pria yang dibuat oleh Allah 

SWT. thabi'at atau  dalam kehidupan. Setiap laki-laki yang sehat dan perempuan 

yang sehat, senantiasa mencari teman hidup untuk memenuhi hasrat 

menumpahkan rasa sayang yang disertai kepuasan bersetubuh.
10

 

Dapat dipahami bahwa inti dari perkawinan adalah keberlanjutan. 

Kekekalan dan keharmonisan hanya dapat terwujud jika kedua pasangan terus 

menjalin kerja sama, saling memberi ketenangan dan saling menyayangi.
11

 Akan 

tetapi, di sebuah situasi tertentu, ada kondisi yang mengharuskan berakhirnya 

sebuah perkawinan. Jika hubungan tersebut tetap dilanjutkan, hal itu dapat 

menimbulkan kerugian atau dampak negatif. Dalam hal ini, Islam mengizinkan 

perceraian atau perpisahan sebagai langkah akhir apabila berbagai upaya untuk 

mempertahankan hubungan rumah tangga dilakukan. Dengan demikian, 

berakhirnya perkawinan menjadi solusi terbaik dalam keadaan tersebut.
12

 

Perceraian sering kali menimbulkan berbagai masalah, contoh 

permasalahan yang sering dihadapi meliputi pembagian harta milik bersama 

sampai penentuan hadhanah (hak asuh anak) sering menjadi permasalahan utama 

                                                           
9Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: CV 

Penerbit Diponegoro, 2008), h. 406. 

10Hamka, Tafsir Al-Azhar jilid 7, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, t.th.), 

h. 5503. 

11Ibid. 

12Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 190. 
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dalam kehidupan masyarakat setelah perceraian, karena baik ibu maupun ayah 

umumnya saling mengklaim memiliki hak yang sama dalam mengasuh anak. 

Dalam sistem hukum Indonesia, ibu atau bapak yang ingin memperoleh 

hak asuh atau hadhanah, harus melalui proses peradilan untuk mendapatkan 

kepastian hukum. Jika terjadi perselisihan, pengadilan akan memberikan 

keputusan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 

Tahun 1974 Pasal 41, yang menjelaskan konsekuensi dari berakhirnya ikatan 

perkawinan yang disebabkan oleh perceraian: 

a. Baik ayah maupun ibu tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan 

mendidik anak-anaknya, semata-mata dengan mempertimbangkan 

kepentingan terbaik bagi anak. Apabila terjadi perselisihan terkait 

pengasuhan anak, maka pengadilan yang akan memberikan keputusan. 

b. Seluruh biaya tunjangan dan pendidikan untuk anak harus ditanggung 

oleh ayah; jika ayah tidak mampu melakukannya, pengadilan dapat 

memutuskan bahwa ia harus berkontribusi untuk biaya-biaya ini. Mantan 

pasangan dapat diperintahkan oleh pengadilan untuk membayar 

tunjangan atau menetapkan kewajiban untuk mantan istri.
13

  

Di dalam fiqih, pemeliharaan anak dikenal dengan sebutan hadhanah. 

Para ulama fiqih mendefinisikan hadhanah sebagai tanggung jawab menjaga 

Anak laki-laki maupun wanita yang berusia dini dan anak dengan kondisi 

kejiwaan yang belum dapat membedakan antara berbagai hal ataupun hidup 

secara mandiri. Tugas ini meliputi upaya mengembangkan kemampuan anak, 

                                                           
13Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 tentang Perkawinan, Pasal 41. 
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melindunginya dari hal-hal yang dapat membahayakan atau menyakitinya, serta 

mendukung perkembangan fisik, mental dan intelektualnya agar ia mampu 

menghadapi kehidupan dan menunaikan tanggung jawabnya di masa depan.
14

 

Oleh karena itu, Allah SWT memberikan kewenangan kepada ibu untuk 

mengasuh dan mendidik anaknya saat tahun awal kehidupan. Hal ini disebabkan 

karena ibu dirasa lebih baik, lebih mendidik serta memberikan perhatian yang 

lebih besar pada masa ini jika dibandingkan dengan pihak bapak.
15

 

Terdapat juga hadits Nabi dari Abdullah bin Mas‟ud menurut yang 

diriwayatkan Ahmad, Abu Daud dan disahkan oleh Hakim. 

 عَنْ عَبْدِ اللَّوِ بْنِ عَمْروٍ أَنَّ امْرَأةًَ قاَلَتْ: ياَ رَسُولَ اللَّوِ، إِنَّ ابْنِِ ىَذَا كَانَ بَطْنِِ لَوُ وِعَاءً،
. فَ قَالَ لََاَ رَسُولُ وَثَدْيِي لَوُ سِقَاءً، وَحِجْريِ لَوُ حِوَاءً، وَإِنَّ أبَاَهُ طلََّقَ  نِِ، وَأرََادَ أَنْ يَ نْتَزعَِوُ مِنِي

           16اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: "أنَْتِ أَحَقُّ بِوِ مَا لََْ تَ نْكِحِي )رواه ابو داود(

Artinya: 

Seorang wanita berkata kepada Nabi: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya 

anak saya ini adalah yang saya kandung dalam perut saya, saya yang 

menyusui dengan payudara saya dan saya yang membesarkannya dalam 

pelukan saya. Ayahnya telah menceraikan saya dan ingin memisahkan 

anak ini dari saya." Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: 

"Engkau lebih berhak untuk mengurus anak tersebut selama engkau 

belum menikah lagi". (H.R. Abu Daud) 

 

Dalam kitab syarah bulughul maram oleh al-Bassam dijelaskan 

mengenai hadits di atas dikatakan oleh para fuqaha‟ keuntungan atau 

kemashlahatan dari anak dan tidak adanya bahaya adalah faktor yang paling 

penting dalam pengasuhan anak. Tak perlu dikatakan bahwa orang tua yang lain 

                                                           
14Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, alih bahasa oleh Asep Sobari, et.al., (Jakarta Timur: Al-

I‟tishom, 2000), h. 527. 

15Abdul Majid Muhammad Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, alih bahasa 

oleh Harits Fadly dan Ahmad Khatib, (Solo: Era Inter media: 2005), h. 584. 

16Abu Dawud, Sulaiman bin al- „Asy as-Sijistani, Sunan Abu Dawud, Kitab Nikah Bab 

Man, Ahaqqu Li al-Walad, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), Cet. Ke-2, h. 283. 
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lebih baik jika anak dirugikan dalam pengasuhan. Karena hubungan kekerabatan, 

syariat tidak berusaha untuk mengutamakan salah satu dari mereka. Sebaliknya, 

syariat lebih mengutamakan pihak yang dirasakan unggul, mampu serta yang 

mempunyai harta lebih.
17

  

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan, meskipun ibu merupakan 

pihak yang memiliki prioritas utama dalam memperoleh hak asuh anak tetapi yang 

menjadi penilaian dalam mengasuh anak merupakan anak itu sendiri sebagai 

subjek utama yang kepentingannya harus diutamakan demi kesejahteraan dan 

perkembangan terbaiknya bukan hanya kepentingan ibu atau bapak semata. 

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 juga menerangkan 

mengenai hak asuh anak atau hadhanah dalam kasus perceraian, yaitu: 

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun 

adalah hak ibunya; 

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk 

memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 

pemeliharaannya; 

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
18

  

Berdasarkan KHI (Kompilasi Hukum Islam), setelah Terjadi putus 

hubungan suami dan istri, hak untuk memelihara anak pada dasarnya berada di 

tangan ibu. Namun, dalam kondisi tertentu, hak ini perlu disesuaikan untuk 

mengakomodasi kepentingan berbagai pihak. Jika memungkinkan, hak-hak 

                                                           
17Al-Bassam Abdullah bin Abdurrahman, al-Syarah al-Bulugul Maram, (Jakarta: Pustaka 

Azzam, 2007), h. 65-66. 

18Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2023), h. 31. 
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tersebut dapat diselaraskan, sehingga tetap menjadi tanggung jawab ibu. Namun, 

apabila hal ini tidak memungkinkan, maka kepentingan anak harus diutamakan 

dibandingkan dengan hak ibu atau ayah secara bersamaan. 

Dalam hal memastikan kemaslahatan, khususnya bagi anak pasca 

perceraian orang tuanya, keputusan mengenai hak asuh diserahkan kepada hakim 

agar mempertimbangkan hal tersebut secara matang. Sebagai contoh, pada 

putusan hakim Nomor 1747/Pdt.G/2022/PA.Pbr, hak asuh anak ditetapkan kepada 

bapak dengan alasan bahwa selama dalam asuhan bapak anak telah tumbuh 

dengan baik dan terjaga hak-haknya dan jika hak asuh diberikan kepada ibu belum 

tentu anak akan mendapatkan kemashlahatan yang sama saat berada dalam asuhan 

bapak. Ibu dinilai kurang mampu mengurus anak dengan baik. Pertimbangan ini 

didasarkan pada pengalaman sebelumnya, di mana ibu sibuk bekerja dan memiliki 

sedikit waktu untuk anak. Meskipun dalam gugatan, ibu menyatakan telah 

berhenti dari pekerjaan kantoran dan beralih berjualan online di rumah untuk 

menghabiskan lebih banyak waktu bersama anak-anak, Majelis Hakim pada 

Pengadilan Agama di Kota Pekanbaru tetap menolak gugatan yang diajukan 

tersebut. Padahal, sesuai hadits Nabi yang disampaikan melalui riwayat Abu 

Dawud dan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam, hak asuh anak seharusnya 

menjadi prioritas ibu. 

Berdasarkan masalah tersebut mendorong penulis untuk melaksanakan 

penelitian yang lebih mendalam terkait dengan topik tentang kasus hadhanah 

terhadap anak berusia 6 tahun dan 9 tahun yang hak asuhnya diberikan kepada 

bapak (tergugat) setelah perceraian kedua orang tuanya. Penelitian ini akan 
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dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: “Analisis Terhadap Putusan 

Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1747/Pdt.G/2022/Pa.Pbr Tentang 

Hadhanah Anak yang Belum Mumayyiz Perspektif Maqashid Syari’ah.” 

 

B. Batasan Masalah 

Penelitian ini difokuskan terhadap analisis putusan hakim terkait 

hadhanah anak yang belum mencapai usia mumayyiz atau di bawah 12 tahun, 

sebagaimana tertuang pada Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 

1747/Pdt.G/2022/Pa.Pbr. Penelitian difokuskan pada penerapan Maqashid 

Syari‟ah dalam putusan hakim terkait perkara hadhanah, khususnya dalam 

perlindungan terhadap anak diantaranya menjaga agama (hifzu din), menjaga akal 

(hifzu aql), menjaga diri (hifzu nafs) dan aspek kemaslahatan yang menjadi 

landasan keputusan tersebut.  

Anak yang menjadi subjek dalam perkara ini dibatasi pada usia belum 

mencapai mumayyiz (belum bisa membedakan baik buruk) atau belum berumur 12 

tahun, yaitu anak yang belum mampu membedakan antara yang baik dan buruk 

secara mandiri, sesuai pandangan fiqih. Penelitian ini dibatasi pada putusan di 

wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai objek kajian, tanpa 

melakukan perbandingan dengan putusan di wilayah lain.  

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana gambaran umum Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A? 

2. Bagaimana dasar-dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim 

dalam menetapkan ayah sebagai pihak yang berhak atas pengasuhan anak 
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yang belum mencapai usia 12 tahun atau belum mumayyiz dalam Putusan 

Nomor. 1747/Pdt.G/2022/Pa.Pbr? 

3. Bagaimana perspektif Maqashid Syari‟ah dalam menilai kepentingan 

terbaik bagi anak yang belum mencapai usia mumayyiz dalam perkara 

hak asuh anak sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 

1747/Pdt.G/2022/Pa.Pbr? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keputusan yang telah 

diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A 

dalam perkara bernomor 1747/Pdt.G/2022/PA.Pbr. 

b. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi putusan hakim dengan 

nomor perkara 1747/Pdt.G/2022/PA.Pbr dari perspektif Maqashid 

Syari'ah. 

2. Manfaat dari penelitian ini adalah:  

a. Merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi untuk 

menyelesaikan program studi serta memperoleh gelar Sarjana 

Hukum (S.H) di Fakultas Syari‟ah dan Hukum, Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

b. Sebagai media bagi penulis untuk meningkatkan pemahaman yang 

lebih mendalam dan komprehensif mengenai ilmu fiqih. 
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c. Sebagai kontribusi pemikiran dan tambahan wawasan ilmiah, baik 

untuk kalangan intelektual maupun masyarakat umum, dalam 

konteks hukum Islam. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Pengertian Hadhanah 

Secara etimologi hadhanah berasal dari berasal dari kata, hadhana 

 istilah tersebut ,(احتضن) ihtadhana ,(حضنا) hadhanan ,(يحضن) yahdanu ,(حضن)

merujuk pada tindakan mengasuh anak atau memeluk anak.
19

  

Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam), hadhanah atau yang 

dikenal sebagai pemeliharaan anak, merupakan proses pengasuhan, 

pendidikan, dan perawatan anak hingga mencapai usia yang memungkinkan 

mereka untuk hidup mandiri.
20

 

Hadhanah dapat diartikan sebagai upaya merawat dan menjaga anak 

kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau individu dewasa yang belum 

mencapai tingkat kematangan akal (belum mumayyiz), dengan cara memenuhi 

kebutuhan yang bermanfaat, melindungi mereka dari bahaya, serta 

memberikan pendidikan yang layak dan menjaga intelektual, spiritual dan 

fisik supaya dapat menghadapi tantangan hidup dan menanggung tanggung 

jawab secara mandiri.
21

 

                                                           
19Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurya, 

1989), cet. Ke 2, h. 104. 

20Kompilasi Hukum Islam, (Bandung; Nuansa Aulia, 2023), h. 29-31. 

21Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2022), h. 131-132. 
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Dengan demikian, hadhanah antara lain berarti menjaga, mengajar, 

mengawasi, dan merawat segala kepentingan atau urusan anak yang belum 

mumayyiz atau belum berumur 12 tahun. 

Dalam bukunya al-Syari'ah al-Islamiyah hadhanah, Muhammad 

Suhain Suhaibi menguraikan bahwa Pihak yang memiliki kewajiban atau 

wewenang dalam proses pendidikan anak pada usia tertentu dapat memainkan 

peran penting dalam mendukung pembelajaran serta pengembangan 

kepribadiannya, terutama ketika anak tersebut tidak mampu melakukannya 

secara mandiri.
22

 

Dalam fiqih hadhanah adalah ilmu yang mempelajari tentang 

pengasuhan anak yang belum mumayyiz (belum mampu untuk hidup sendiri), 

termasuk pendidikan dan seluruh kebutuhannya, baik dalam hal beramal 

sholeh maupun menghindari perbuatan yang tidak baik.
23

 Ketentuan ini diatur 

dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa setelah 

perceraian, orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan 

mendidik anak-anak mereka demi kepentingan anak tersebut. Selain itu, pasal 

ini juga menyebutkan bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak 

menjadi tanggung jawab ayah. Namun, jika ayah tidak mampu memenuhi 

                                                           
22Muhammad Suhain Suhaibi, Al-Syari‟ah Al-Islamiyah Dirasah Muqaranah Baina 

Mazahib Ahl al-Sunnah wa al-Mazahab al-Ja‟fariyah, (Mesir: Dar al-Kutub al-Hadisah, 2000), h. 

398. 

23Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 67. 
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kewajiban tersebut, maka ibu juga memiliki kewajiban untuk menanggung 

biaya tersebut.
24

 

Dengan demikian, Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan 

menegaskan bahwa meskipun perkawinan telah berakhir, tanggung jawab 

orang tua terhadap anak tetap berlanjut, khususnya dalam hal pemeliharaan 

dan pendidikan anak. 

Pasal 41 dari garis hukum Undang-Undang tersebut tampaknya tidak 

membedakan antara kewajiban dengan nilai non-materil. Pasal 105 KHI 

(Kompilasi Hukum Islam) menekankan pada nilai material dan hukum 

perkawinan menekankan pada nilai material, hal tersebut dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Hak pemeliharaan anak yang belum mencapai usia mumayyiz atau di 

bawah 12 tahun diberikan hak kepada ibunya; 

b. Anak yang telah mencapai usia mumayyiz diberi kebebasan untuk 

memilih antara ayah atau ibunya sebagai pihak yang akan memegang 

hak pemeliharaannya; 

c. Tanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak berada pada 

ayahnya.
25

 

Menurut Kompilasi Hukum Islam, kewajiban seorang ayah terhadap 

anaknya tidak dapat dicabut, terlepas dari apakah ia telah menikah lagi atau 

menceraikan istrinya. Juga tegas dinyatakan bahwa ibu memiliki hak untuk 

                                                           
24Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 tentang Perkawinan, Pasal 41. 

25Kompilasi Hukum Islam, loc. cit. 
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menerima nafkah selama anak masih kecil, tetapi biaya nafkah ditanggung 

oleh ayah. 

Hadhanah, menurut para ahli fiqih, adalah tindakan pemeliharaan 

anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah dewasa tetapi 

belum mumayyiz, dengan cara memberi mereka makanan yang sehat, 

melindungi mereka dari bahaya, dan mendidik mereka secara intelektual, 

spiritual dan fisik agar mereka dapat menghadapi kehidupan dan memikul 

tanggung jawab sendiri.
26

 

Menurut Wahbah Zuhaili dalam Fiqih Imam Syafi'i, hadhanah 

adalah pengasuhan anak yang belum mumayyiz dan belum bisa mengurus 

urusannya secara mandiri, termasuk mengurus dirinya sendiri, mandi, 

membersihkan pakaiannya dan membela diri dari bahaya. Salah satu 

komponen dari perwalian dan pengasuhan adalah memberikan perawatan. 

Meskipun demikian, wanita lebih diutamakan dalam kondisi ini karena 

kelembutan, kasih sayang, pendidikan, ketekunan, kasih sayang dan 

keakraban mereka dengan anak yang berada di bawah pengawasannya.
27

  

Karena naluri perempuan lebih baik dalam membesarkan dan 

mendidik anak-anak dan karena mereka lebih sabar daripada laki-laki dalam 

menangani masalah-masalah dalam kehidupan anak-anak, maka para fuqaha 

sepakat memutuskan bahwa otoritas tersebut lebih cocok untuk perempuan.
28

 

                                                           
26Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 426. 

27Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi‟i, alih bahasa oleh Muhammad Afifi dan Abdul 

Hafiz, (Jakarta Timur: almahira, 2010), h. 65. 

28Ibid. 
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Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah, hadhanah didefinisikan 

sebagai pemeliharaan anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau 

orang dewasa yang belum tamyiz tanpa seizinnya, dengan memenuhi segala 

kebutuhan jasmani, rohani dan akalnya supaya ia bisa menghadapi kehidupan 

dan memikul tanggung jawab sendiri.
29

 

Merujuk pada definisi-definisi yang telah dijelaskan, hadhanah 

dapat diartikan sebagai tindakan pengasuhan anak laki-laki dan perempuan 

yang belum mumayyiz atau yang sudah mumayyiz namun tidak mampu 

mengurus dirinya sendiri karena kurangnya kecerdasan (idiot). Hadhanah 

pada prinsipnya merupakan hak yang dimiliki oleh seorang ibu. Hal ini 

didasarkan pada pandangan bahwa seorang ibu memiliki sifat kelembutan dan 

naluri keibuan yang menjadikannya lebih ideal dalam mengasuh dan 

mendidik anak. Selain itu, ibu umumnya memiliki tingkat kesabaran yang 

lebih tinggi dibandingkan laki-laki dalam menghadapi berbagai tantangan 

kehidupan. 

 

2. Dasar Hukum Hadhanah 

Karena anak-anak membutuhkan pengawasan, perawatan dan 

kemampuan untuk melakukan urusan mereka sambil dilindungi dari potensi 

bahaya, orang tua memikul kewajiban untuk menyediakan perawatan dan 

pendidikan yang tepat bagi mereka. Pernyataan ini sejalan dengan perintah 

Allah SWT. kepada orang-orang yang beriman untuk melindungi diri mereka 

                                                           
29Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, alih bahasa oleh Asep Sobari, et.,al, (Jakarta Timur: Al-

I‟tishom, 2000), h. 173. 
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sendiri dan orang-orang yang mereka cintai dari api neraka. Sabda Allah 

SWT dalam al-Qur'an menjadi landasan hukum atas tanggung jawab 

hadhanah (pemeliharaan anak):  

ٰٓايَُّهاَ االَّذِيْنَ اَٰمَنُ وْا  ي  هَا  قىُ ٰٓ قُ وْدُىَا النَّاسُ وَالِْْجَارةَُ عَلَي ْ ى ِكَة ٌانَْ فُسَكُمْ وَاىَْلِيْكُمْ ناَراً وَّ
 مَل ٰۤ

وَ   وَيَ فْعَلُوْنَ مَا يُ ؤْمَرُوْنَ امََرَىُمْ  مَآٌٰغِلََظٌ شِدَادٌ لََّّ يَ عْصُوْنَ اللَّٰ
Artinya: 

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia. (QS. at-Tahrim 

[66]: 6)
30

 

 

Al-Qur'an secara khusus memberikan perhatian besar terhadap 

perawatan anak-anak yang belum mencapai usia mumayyiz, sebagaimana 

tercermin dari firman Allah SWT. dalam al-Qur'an: 

تُ يُ رْضِعْنَ اوَْلََّدَىُنَّ حَوْلَيِْْ كَامِلَيِْْ لِمَنْ ارََادَ اَنْ يُّتِمَّ  لِدَٰ ضَاعَةٌَۗوَالْوَٰ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ ٌالرَّ
فٌِۗرزِْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُ هُنَّ  لهٌَ  رُو  عَهاٌَۚلََّ تُكَلَّفُ نَ فْسٌ اِلََّّ  باِل مَع  لََّ لََّ تُضَارَّۤ وَالِدَةٌ بِوَلَدِىَا وَ  وُس 

لكٌَِۚمَوْلُوْدٌ لَّو بِوَلَدِه وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ  هُمَا وَتَشَاوُرٍ  ذ  ن ْ فاَِنْ ارََادَا فِصَالًَّ عَنْ تَ رَاضٍ مي
 ا اوَْلََّدكَُمْ فَلََ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّاارََدْتُُّّْ اَنْ تَسْتَ رْضِعُوْ وَاِنْ عَليَ هِمَاٌۗفَلََ جُنَاحَ 

رٌ  اَٰتَ يْتُمْ باِلْمَعْرُوْفِ  وَ بِاَ تَ عْمَلُوْنَ بَصِي ْ وَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللَّٰ  وَات َّقُوا اللَّٰ
Artinya: 

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan 

kewajiban bapak memberi makan dan pakaian kepada Para ibu 

dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut 

kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita 

kesengsaraan karena anaknya dan seorang bapak karena anaknya dan 

warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih 

(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 

permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya dan jika kamu 

ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa 

bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 

                                                           
30Departemen Agama RI, op. cit, h. 560. 
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Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 

melihat apa yang kamu kerjakan (QS. al-Baqarah [2]: 233).
31

 

 

Menurut sebagian mufassir dalam buku Tafsir Al-Azhar penafsiran 

Hamka atas ayat di atas, ibu-ibu yang dimaksud adalah ibu-ibu yang sedang 

hamil serta telah berpisah dari suaminya melalui perceraian karena ayat 

sebelumnya yang membahas tentang talak masih relevan dengan ayat ini. 

Makna ayat ini, menurut mufassir lain, bersifat universal, mencakup istri yang 

telah diceraikan oleh suaminya dan semua ibu yang menyusui anaknya 

meskipun belum diceraikan. Tugas dan tanggung jawab seorang ibu juga 

disebutkan dalam puisi ini. Ayat ini lebih dari sekadar menyatakan bahwa 

seorang ibu harus menyusui bayinya; ayat ini lebih jauh menyatakan bahwa 

bahkan hewan yang membesarkan anak-anaknya dengan air susu tidak akan 

meninggalkan pemberian ASI kepada ibu lain, dan seorang ibu yang menyia-

nyiakan pemberian ASI adalah berdosa di mata Allah. Menurut ayat ini, ASI 

(air susu ibu) lebih unggul dari semua air susu lainnya, seperti juga diakui 

oleh ilmu kedokteran kontemporer.
32

  

Oleh karena itu, baik suami atau bapak bertanggung jawab untuk 

menafkahi istri dan anak-anaknya. Berdasarkan kutipan-kutipan di atas, 

Muhammad Syaltut mengklaim bahwa Al-Qur'an memberikan penjelasan 

eksplisit (sarih) mengenai tanggung jawab.
33

  

                                                           
31Depertemen Agama RI, op. cit, h. 37. 

32Hamka, op. cit., h. 559. 

33Muhammad Syaltut, al-Islam „Aqidah wa Syariah, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), h. 165. 
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Menurut riwayat al-Baihaqi dari Abi Rafi‟, Rasulullah Shallallahu 

„Alaihi wa Sallam bersabda: 

بَاحَةَ ٱوَ  لْكِتَابةََ ٱ يعَليمَوُ  أَنْ  لْوَالِدِ ٱ عَلَى لْوَلَدِ ٱحَقُّ   34  طيَيبًا إِلََّّ  يَ رْزقَُوُ  لََّ  وَأَنْ  لريمَايةََ ٱوَ  لسي

Artinya: 

Hak seorang anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya adalah 

mengajarkannya menulis, berenang, memanah, serta memberikan 

rezeki yang halal dan baik. (H.R. Baihaqi)
  

 

Pengasuhan anak dipandang secara lebih luas dan komprehensif 

dalam konteks kehidupan kontemporer, yang ditandai dengan globalisasi di 

semua aspek kehidupan manusia. Orang tua seharusnya menekankan 

tanggung jawab mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak mereka, 

tetapi mereka juga harus ingat bahwa kebutuhan anak akan cinta dan kasih 

sayang memainkan peran penting dalam perkembangan kepribadian mereka. 

Tidak diragukan lagi bahwa komunikasi anak dan orang tua mereka harus 

ditingkatkan. Anak pada akhirnya akan mencari balasan di luar jika hal ini 

tidak disediakan, dan pergaulan yang kurang baik akan berdampak buruk 

pada hal ini.
35

 

Landasan hukum terkait kewajiban memelihara anak tidak hanya 

termuat dalam al-Qur'an dan sunnah, tetapi juga diatur dalam peraturan 

perundang-undangan Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut secara spesifik diuraikan dalam Pasal 

45, yang menyatakan bahwa: 

                                                           
34Jalan al-Din, al-Suyuti, al-Jami‟ al-Sagir, juz 2, (Bandung: al-Ma‟arif, t.th), h. 14. 

35Ibid., h. 240. 
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a. Kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka sebaik-

baiknya; 

b. Kewajiban orang tua yang tercantum dalam pasal (1) tetap berlaku 

hingga anak menikah atau mampu mandiri. Kewajiban tersebut tetap 

berjalan meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah 

berakhir.
36

 

Menurut fuqaha, mendidik dan merawat anak sesuai dengan hukum 

hadhanah adalah wajib. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara para 

ulama mengenai apakah hadhanah mementingkan hak anak atau orang yang 

akan mengasuh anak, terutama seorang ibu. Sebagai contoh, para ulama 

Hanafiyah dan Maliki percaya bahwa ibu memiliki hak hadhanah dan 

karenanya dapat menggugurkannya. Namun, mayoritas ulama berpendapat 

bahwa orang tua dan anak sama-sama memiliki hak atas hadhanah.. Wahbah 

Zuhaily bahkan menegaskan bahwa dalam hal hak asuh anak (hadhanah) hak 

dan kepentingan anak yang harus didahulukan.
37

 

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa “ibu, ayah dan anak sama-sama 

memiliki hak hadhanah”. Hak orang yang menerima pengasuhan didahulukan 

jika terjadi pertentangan di antara ketiganya. Dalam artian, anak memiliki 

kebebasan untuk memutuskan siapa yang akan mengasuhnya.
38

 

 

                                                           
36Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 

Nomor 157 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 45. 

37Abdul Aziz Dahlan, Ensikopeledia Hukum Islam, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 

1999), h. 415. 

38Andi Syamsu, Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, 

(Jakarta: Kencana, 2008), h. 117. 
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3. Syarat-syarat Hadhanah 

Dua orang yang bekerja sama secara harmonis terlibat dalam 

pengasuhan dan membesarkan anak-anak, yaitu orang tua yang bertindak 

sebagai pengasuh, disebut hadin dan anak yang diasuh, disebut mahdun. 

Keduanya harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar kewajiban dan 

keabsahan tugas pengasuhan tersebut dapat terpenuhi.
39

 

Hak pengasuhan diberikan kepada pihak perempuan sebagai 

pengasuh serta kepada anak yang diasuh. Namun demikian, prioritas utama 

diberikan kepada hak anak yang diasuh dibandingkan hak pengasuh 

perempuan. Oleh sebab itu, dalam menentukan pihak yang berhak atas 

pengasuhan, baik perempuan maupun laki-laki, kepentingan dan 

kemaslahatan anak harus menjadi faktor utama yang dipertimbangkan.
40

 

Terdapat sejumlah persyaratan yang sifatnya umum serta wajib 

dilaksanakan oleh masing-masing individu, sementara hal-hal yang lain 

khusus untuk hadhinah (pengasuh perempuan) dan sebagian lagi ditujukan 

secara khusus bagi hadhin (pengasuh laki-laki). 

Persyaratan umum untuk memperoleh hak pengasuhan anak meliputi 

sejumlah ketentuan yang berlaku untuk perempuan maupun laki-laki yang 

ingin diberikan hak tersebut. 

1)  Baligh 

                                                           
39Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2006), Cet. Ke-3, h. 328. 

40Abdul Majid Mahmud Mathlub, Al Wajiz Fii Ahkam Al-Usrah Al-Islamiyah, alih bahasa 

oleh Harits Fadly dan Ahmad Khotib, (Solo: Era Intrmedia. 2005), h. 589. 
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Hak asuh tidak bisa diserahkan kepada anak yang masih kecil, 

meskipun ia memiliki kecerdasan, karena pada usia tersebut anak belum 

mampu untuk mandiri dalam menghadapi berbagai permasalahan dan masih 

memerlukan bantuan serta dukungan dari pihak luar. 

2) Berakal  

Hak asuh tidak dapat dialihkan kepada individu yang mengalami 

gangguan jiwa, baik itu ibu maupun bapak. Begitu juga, hak asuh tidak dapat 

dialihkan kepada seorang yang mengalami keterbelakangan mental, baik laki-

laki maupun perempuan, meskipun mereka cerdas. Hal ini disebabkan oleh 

fakta bahwa anak kecil belum memiliki kemampuan untuk mengatasi 

permasalahannya secara mandiri dan senantiasa bergantung pada bantuan dari 

orang lain. 

3) Punya data untuk mendidik anak dan mengurusnya.  

Berdasarkan aspek tersebut, Pengasuhan anak tidak bisa diserahkan 

kepada individu yang belum atau tidak mampu melaksanakan tugas 

pengasuhan. Ketidakmampuan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang 

bervariasi, tanpa adanya penyebab yang pasti. Faktor tersebut sering kali 

berkaitan dengan usia lanjut, kondisi kesehatan yang buruk, atau penyakit 

serius yang mengakibatkan ketidakberdayaan, sehingga individu tersebut 

tidak mampu merawat dirinya sendiri maupun orang lain. Di samping itu, 

kesibukan pekerjaan juga kadang menjadi penyebab ketidakmampuan 

tersebut. 
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4) Amanah 

Seseorang yang diberikan hak asuh kepadanya harus mampu 

melindunginya dari segala hal yang dapat merusak kesehatan, perilaku, 

mental, atau agamanya. Oleh karena itu, orang yang tidak dapat dipercaya 

tidak berhak untuk mengasuh anak kecil. Dengan demikian, jika seseorang 

yang fasik (baik laki-laki maupun perempuan) memiliki sifat kefasikan yang 

menghalanginya untuk menjalankan tugas pengasuhan, maka orang tersebut 

tidak berhak mengasuh anak kecil.
41

  

Namun, Ibnu Abidin menjelaskan bahwa kefasikan yang 

menghalangi hak untuk mengasuh anak lebih berfokus pada kefasikan 

seorang ibu yang dapat menyebabkan pengabaian terhadap anak. Meskipun 

ibu tersebut dikenal fasik, ia tetap berhak untuk mengurus hadhanah anak 

selama anak tersebut belum mencapai usia yang memungkinkan untuk 

memahami kefasikan ibunya. Namun, jika anak sudah mampu memahami hal 

tersebut, maka anak harus dijauhkan dari ibunya demi menjaga masa depan 

akhlak anak tersebut. 

5) Orang yang mengurus hadhanah anak disyariatkan harus beragama Islam 

Menurut pandangan Syafi'iyah dan Hanabilah, orang kafir tidak 

berhak untuk mengurus hadhanah anak-anak muslim karena mereka tidak 

memiliki wewenang atas umat Islam. Selain itu, dikhawatirkan bahwa anak 

tersebut bisa terpengaruh dan berisiko terpengaruh oleh ajaran yang 

bertentangan dengan Islam. Namun, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah tidak 

                                                           
41 Ibid., h. 590-591. 
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mensyaratkan agar pengasuh anak harus beragama Islam. Menurut mereka, 

baik non-muslim yang merupakan ahli kitab (kitabiyah) maupun non-ahli 

kitab (ghairu kitabiyah) boleh menjadi pengasuh (hadhinah), baik itu ibu 

kandung atau pengasuh lainnya.
42

 

Dalam bukunya Fiqih Islam wa Adillatuhu, Wahbah Zuhaily 

menyebutkan bahwa pengasuh anak adalah sebagai berikut:
43

 

Syarat-syarat khusus untuk hadhinah  

1) Perempuan yang telah bercerai dan masih memiliki anak kecil berhak 

untuk memelihara anaknya, asalkan ia belum menikah dengan pria lain, 

atau dengan pria yang merupakan kerabat, namun bukan mahram. 

Pendapat ini telah disepakati oleh para ulama berdasarkan hadits yang 

berbunyi, "Engkau lebih berhak atas hadhanah anak itu selama engkau 

belum menikah lagi." Syarat ini diberlakukan karena seringkali seorang 

ayah memperlakukan anak tirinya dengan kasar, sementara ibu kandung 

anak tersebut sibuk dengan tugas-tugas lainnya. Perempuan yang jadi 

hadhanah itu syaratnya harus memiliki hubungan mahram dengan anak 

yang dipeliharanya, seperti ibu si anak, saudara perempuan anak, dan 

nenek.  Hak hadhanah tidak diberikan kepada anak perempuan dari pihak 

paman atau bibi dari jalur ibu, karena tidak terjalin hubungan mahram 

antara mereka dan anak tersebut. Meskipun demikian, menurut 

                                                           
42 Wahbah Zuhaily, Fiqih Islam wa Adillatuhu, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, 

(Depok: Gema Insani, 2007), h. 63. 

43 Ibid., h. 63. 
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pandangan mazhab Hanafiyah, mereka tetap memiliki hak untuk 

mengurus hadhanah anak perempuan.
44

 

2) Perempuan yang menjadi hadhinah tetap berhak mengasuh anak 

meskipun tidak diberi upah hadhanah, terutama jika ayah anak tersebut 

sedang mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mampu membayar upah 

tersebut. Namun, jika ayah anak tidak mampu membayar upah hadhanah 

dan tugas pengasuhan beralih ke orang terdekat lainnya, maka hak 

perempuan tersebut sebagai hadhinah akan gugur. Ketentuan ini 

ditentukan oleh ulama Hanafiyah.
45

 

3) Seorang pengasuh tidak diperkenankan tinggal bersama orang yang tidak 

disukai oleh anak asuhnya, meskipun orang tersebut merupakan kerabat 

dekat anak tersebut. Hal ini disebabkan keberadaan orang yang dibenci 

dapat menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan anak, terutama 

setelah anak tersebut menikah. 

Dengan demikian, seorang nenek hanya memiliki hak untuk 

mengasuh anak jika ia telah hidup secara terpisah dari rumah anak tersebut. 

Syarat ini ditetapkan oleh ulama Malikiyyah. Sementara itu, dari kalangan 

ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jika anak yang diasuh 

masih dalam masa menyusui, maka hadhinah harus menyusui anak tersebut. 

                                                           
44 Ibid., h. 65. 

45 Ibid., h. 69. 
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Jika ia tidak dapat memberikan ASI atau menolak untuk menyusui, maka 

haknya untuk mengasuh akan gugur.
46

 

Begitu pula, seorang pengasuh laki-laki juga diharuskan memenuhi 

sejumlah persyaratan khusus untuk dapat bertanggung jawab dalam 

mengasuh anak: 

1) Menurut pandangan mazhab Hanabilah dan Hanafiyah, seorang 

pengasuh laki-laki harus memiliki hubungan mahram dengan mahdhun 

(anak yang diasuh), terutama apabila anak itu sudah mencapai usia 17 

tahun serta memiliki kecantikan. Persyaratan ini ditetapkan untuk 

mencegah terjadinya khalwat di antara keduanya. Namun, jika anak 

tersebut belum mencapai usia yang dapat menimbulkan syahwat, maka 

pengasuhan oleh laki-laki diperbolehkan, karena tidak ada potensi 

fitnah yang timbul. 

2) Menurut ulama Malikiyyah, di rumah seorang pengasuh, baik ayah 

maupun pihak lain, harus ada seorang perempuan yang dapat merawat 

anak, seperti istri, saudara peempuan, ibu atau tante. Hal ini disebabkan 

laki-laki dianggap kurang mampu atau kurang sabar dalam mengasuh 

anak dibandingkan pihak wanita. Apabila di rumah pengasuh tidak 

terdapat perempuan yang terbiasa merawat anak, maka hak pengasuhan 

anak tersebut akan hilang.
47

 

Kesimpulannya, hak untuk melakukan hadhanah pada dasarnya dimiliki 

oleh orang tua, baik ayah maupun ibu, asalkan keduanya memenuhi syarat 

                                                           
46 Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, op. cit,. h. 68-69. 

47 Ibid,. h. 69-70. 
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sebagai hadhin. Jika anak masih berada dalam usia mumayyiz, maka ibu 

memiliki hak lebih besar untuk mengasuh, hal ini dikarenakan dianggap 

bahwa individu tersebut memiliki kedekatan emosional yang lebih kuat, 

pengalaman yang lebih banyak, serta tingkat kesabaran yang lebih tinggi 

dalam melaksanakan tugas tersebut. 

 

4. Pengertian Maqashid Syari‟ah 

Apabila ditinaju secara bahasa, Maqashid Syari'ah terdiri atas dua 

kata, yaitu maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan kata jamak dari 

maqshad, yang mempunyai arti tujuan atau maksud.
48

 Sedangkan syari‟ah 

masdar dari syara‟a yang berarti yang berarti peraturan atau Undang-

undang.
49

 

Dalam ilmu Ushul Fiqih, syari'ah dalam bahasa diartikan sebagai 

"jalan menuju sumber air”,
50

 yang secara simbolis dapat dipahami sebagai 

arah menuju kehidupan.
51

  

Selain definisi tersebut, ada juga pengertian lain tentang syari'ah 

dalam pendapat Muhammad Said Asmawi, Syari'ah didefinisikan sebagai 

jalan menuju Allah SWT yang meliputi seperangkat aturan hukum yang 

                                                           
48Al Munawwir, Kamus Arab Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), Cet. Ke-14, 

h. 1124. 

49Ibid., h. 711. 

50Ibnu Mansur al-Afriqi, lisan al-„Arab, (Beirut: Dar al-Sadrm t.th), h. 175. 

51Fazlurrahman, Fiqih Islam, alih bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1948), 

h. 140. 
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bersumber dari wahyu dalam Al-Qur'an, hadits, serta penafsiran, pandangan, 

ijtihad, fatwa, dan keputusan hakim.
52

  

Muhammad Syaltut, seperti yang dikutip oleh Aibak, menjelaskan 

bahwa syari'ah merupakan sekumpulan hukum dengan fungsi sebagai 

panduan bagi manusia dalam mengelola hubungan dengan Tuhan dan sesama 

manusia dari yang beragama Islam maupun tidak, dengan alam, serta dalam 

semua aspek kehidupan.
53

 

Berdasarkan pengertian maqashid dan syari'ah secara etimologis, 

dapat disimpulkan bahwa Maqashid Syari'ah mengacu pada tujuan-tujuan 

dan hikmah-hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. dalam setiap 

hukum. Tujuan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan yang 

dihasilkan dari penerapan hukum tersebut. 

Menurut Syatibi, Maqashid Syari'ah adalah tujuan dari 

disyari‟atkannya hukum Islam untuk menciptakan dan melindungi 

kemaslahatan manusia, baik di kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. 

Setiap hukum ditetapkan memiliki tujuan untuk memberikan kemaslahatan 

untuk manusia, baik dalam aspek kehidupan duniawi maupun akhirat.
54

 

Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa Maqashid Syari'ah merupakan 

tujuan-tujuan yang hendak dicapai melalui berbagai teks dan ketentuan 

hukum untuk diterapkan dalam kehidupan manusia. Tujuan ini mencakup 

                                                           
52Moh. Dahlan, Abdullah Ahmed an-Na‟im: Epitemologi Hukum Islam, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2009), h. 85-86. 

53Kutbhuddin Aibak, Metodologi Hukum Islam, (tt. th), h. 52. 

54Syatibi, Muwafaqat, jilid 2, (Saudi Arabian: Dar Ibn Affan, 1997), h. 9. 



29 

 

 

perintah, larangan, serta kebolehan yang ditujukan bagi individu, keluarga, 

masyarakat, dan umat secara menyeluruh.
55

 

Esensi dari berbagai definisi di atas adalah bahwa Maqashid Syari'ah 

bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan, atau 

dengan kata lain, mengoptimalkan manfaat dan menghindari kerugian. 

Maqashid Syari'ah juga dapat diidentikkan dengan istilah mashlahat, karena 

pada akhirnya penetapan hukum Islam harus berorientasi pada tercapainya 

mashlahat bagi kehidupan manusia. 

Pada kitab Al-Muwafaqat, Imam Syatibi menyatakan bahwa semua 

hukum syari‟at ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan 

umat, baik dalam kehidupan dunia dan akhirat. Tidak sedikit dalil yang 

mengindikasikan adanya larangan dan perintah yang disertai dengan „illat 

(alasan), tujuan atau sebab tertentu, maupun itu yang dijelaskan dengan cara 

eksplisit melalui firman Allah, hadits. Selain itu, Syatibi juga menguraikan 

prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah menjadi bagian dari dasar hukum 

tersebut,
56

 sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT berikut ini: 

ريِْنَ وَمُنْذِريِْنَ لئَِلََّ يَكُوْنَ للِنَّاسِ عَ  بَشي وِ رُسُلًَ مُّ سُلِِۗ وَكََنَ لَى اللَّٰ ةٌ ۢ بعَْدَ الرُّ وُ حُجَّ  عَزيِْ زاً اللَّٰ

  حَكِيْمًا
Artinya: 

(Kami telah mengutus) para rasul sebagai pembawa berita gembira 

dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia 

membantah Allah setelah diutusnya para rasul. Allah Maha Perkasa, 

Maha Bijaksana (QS. an-Nisa [4]: 165)
57

 

                                                           
55Yusuf Qardawi, Fiqih Maqashid Syari‟ah, alih bahasa oleh Arif Munandar, (Jakarta: 

Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 17. 

56Syatibi, op. cit, h. 4. 

57Kementerian Agama, op. cit, h. 104. 
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Dalam ayat ini dijelaskan dua tugas utama para Rasul Allah. 

Pertama, mereka bertugas menyampaikan berita bahagia bagi mereka yang 

mengikuti serta menaati perintah Tuhan yang disampaikan melalui para 

Rasul, berupa janji kehidupan yang bahagia di surga pada kehidupan akhirat. 

Kedua, mereka juga bertugas memberikan peringatan kepada mereka yang 

enggan menaati perintah-Nya, sehingga tidak ada lagi alasan bagi manusia 

untuk membantah di hadapan Allah setelah kehadiran para Rasul tersebut. 

Dengan demikian, melalui wahyu yang disampaikan oleh Rasul, manusia 

diberi pemahaman tentang siapa Tuhan-Nya, Apa yang disukai-Nya, dan apa 

yang tidak disukai.
58

 

Ayat ini menjelaskan tujuan Allah SWT. (Maqasid Syari‟ah) atas 

diturunkannya kitab-kitab dan diutusnya para, tidak lain supaya orang kafir, 

musyrik, munafiq dan pendosa tidak mempunyai alas an di depan Allah SWT. 

terkait perbuatan buruk yang mereka lakukan. Para rasul telah berulang kali 

memperingatkan orang-orang tersebut agar tidak ingkar kepada Allah SWT 

dan menjauhi perbuatan maksiat, karena tindakan tersebut akan 

mendatangkan kemurkaan dan azab dari Allah SWT. 

 

5. Tujuan dan Kategorisasi Maqashid Syari'ah 

Maqashid Syari'ah merujuk pada tujuan yang ditetapkan oleh al-

Syari' (Allah SWT dan Rasulullah SAW) dalam penetapan hukum Islam. 

Tujuan tersebut dapat ditemukan dalam teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah 

                                                           
58Hamka, op. cit., h. 1560. 
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Rasulullah SAW, yang menjadi dasar logis bagi formulasi hukum yang 

berorientasi pada kemaslahatan.
59

  

Menurut Al-Syatibi, sebagaimana yang disampaikan oleh Mardani 

dalam karyanya, tujuan utama Syari‟at Islam adalah untuk melindungi lima 

aspek penting, yaitu agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Kelima aspek ini 

dikenal sebagai al-Qawaid al-Kulliyat. Dalam penetapan sebuah hukum, lima 

tujuan tersebut dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan,
60

 sebagai berikut: 

a. Kebutuhan Dharuriyat 

Kebutuhan dharuriyat merujuk pada kebutuhan yang sangat primer 

atau kebutuhan dasar, yang harus dipenuhi. Apabila kebutuhan dharuriyat 

tidak tercapai, maka keselamatan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat, 

akan terancam. Menurut as-Syatibi, ada lima hal yang termasuk dalam 

kategori kebutuhan dharuriyat, yaitu memelihara agama, akal, jiwa, 

kehormatan dan keturunan, serta harta. Syari‟at Islam turun untuk menjaga 

dan melindungi kelima hal pokok ini.
61

 

b. Kebutuhan Hajiyat 

Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan tambahan yang meskipun tidak 

dipenuhi, tidak membahayakan keselamatan seseorang, namun dapat 

menimbulkan kesulitan. Syari‟at Islam hadir untuk mengatasi kesulitan 

tersebut. Sebagai contoh, hukum rukhshah (keringanan), seperti 

                                                           
59Mardani, Ushul Fiqih, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 333. 

60Ibid., h. 337. 

61Suganda, Ahmad, "Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari‟ah dalam Kemaslahatan 

Masyarakat." Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan 30.1 (2020), h. 3-4. 
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diperbolehkannya untuk tidak berpuasa saat sedang bepergian atau sakit, 

menunjukkan perhatian syari‟at Islam terhadap kebutuhan ini.
62

 

c. Kebutuhan Tahsiniyat 

Kebutuhan tahsiniyat adalah kebutuhan pada tingkat pelengkap, di 

mana jika tidak terpenuhi, tidak akan mengancam keberlangsungan lima hal 

pokok tersebut maupun menimbulkan kesulitan. Kebutuhan tahsiniyat 

berhubungan dengan sesuatu yang dianggap pantas dalam adat istiadat, serta 

sejalan dengan tuntutan akhlak dan moral.
63

  

Jasser Auda menjelaskan bahwa dari ketiga pembagian tersebut, 

dharuriyat merupakan kebutuhan yang sangat mendasar atau primer bagi 

kehidupan manusia. Secara umum, disepakati bahwa dharuriyat adalah 

"tujuan di balik setiap hukum ilahi." Sementara itu, tingkatan maqashid 

kedua, yaitu hajiyat (kebutuhan sekunder), dianggap kurang esensial bagi 

kehidupan manusia. Sedangkan tingkatan terakhir, kebutuhan tahsiniyat atau 

kebutuhan tersier, berfungsi untuk memperindah dan melengkapi tingkatan 

maqashid yang sebelumnya.
64

 

Agar memperjelas tingkatan dari Maqashid Syari'ah yang 

diklasifikasikan menjadi dharuriyat, hajiyat serta tahsiniyat dan hubungan 

antar ketiganya, beberapa contoh berikut dapat diberikan: 

a. Memelihara Agama 

                                                           
62Abdurrahman, Zulkarnain, "Teori Maqashid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan 

Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." Jurnal Ushuluddin: Media Dialog 

Pemikiran Islam, Volume 22., No. 1., (2020), h. 58. 

63Ibid. 

64Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari‟ah, alih bahasa oleh 

Rosidin dan Ali Abd el-Mun‟im, (Bandung: Mizan Media Utama, 2015), Cet. Ke-1, h. 34. 
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Pemeliharaan agama, Menurut tingkat urgensinya, hal ini dapat 

dibagi menjadi tiga kategori tingkatan: 

1) Terpeliharanya agama termasuk pada peringkat dharuriyat, yang 

merupakan kebutuhan primer, seperti melaksanakan kewajiban 

keagamaan, contohnya shalat fardhu lima waktu. Jika kewajiban 

shalat diabaikan, maka eksistensi agama dapat terancam. 

2) Pemeliharaan agama pada tingkatan hajiyat mencakup pelaksanaan 

perintah agama yang bertujuan menghindarkan diri kesulitan, contoh 

seperti melaksanakan shalat secara jama' dan qashar saat dalam 

perjalanan. Meskipun tidak mengancam eksistensi agama, 

ketidaklaksanaan ketentuan ini dapat menyulitkan pelaksanaan 

ibadah. 

3) Memelihara agama pada tingkat tahsiniyat mencakup pelaksanaan 

petunjuk agama yang bertujuan untuk meningkatkan martabat 

manusia dan menyempurnakan kewajiban kepada Allah SWT. 

seperti menutup aurat baik di luar shalat maupun di dalam shalat, 

serta menjaga kebersihan pakaian, tubuh serta tempat. Kegiatan ini 

sangat berkaitan dengan adab dan akhlak mulia. Meskipun 

ketidakterlaksanaannya dalam kondisi tertentu tidak akan 

mengancam eksistensi agama, tahsiniyat tetap memiliki peran 

penting karena dapat memperkuat tingkatan di atasnya. 

b. Memelihara Jiwa 
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Pemeliharaan jiwa, menurut tingkat prioritasnya, hal ini dapat 

dikelompokkan menjadi tiga bagian tingkatan: 

1) Pemeliharaan jiwa di tingkat dharuriyat mencakup pemenuhan 

kebutuhan dasar, seperti makanan dan minuman, yang diperlukan 

untuk menjaga kelangsungan hidup. Pengabaian terhadap kebutuhan 

dasar ini dapat mengancam eksistensi jiwa manusia. 

2) Pemeliharaan jiwa di tingkat hajiyat mencakup usaha untuk 

mendapatkan makanan yang halal dan bergizi. Meskipun pengabaian 

terhadap hal ini tidak akan mengancam kelangsungan hidup 

manusia, hal tersebut dapat menyulitkan kehidupannya. 

3) Pemeliharaan jiwa pada tingkat tahsiniyat mencakup aturan-aturan 

terkait tata cara makan dan minum, yang lebih berfokus pada aspek 

etika dan kesopanan. Tindakan ini tidak bisa mengancam 

kelangsungan hidup atau menyulitkan kehidupan manusia. 

c. Memelihara Akal 

Pemeliharaan akal, berdasarkan tangkatan kepentingannya, dapat 

dikelompokkan jadi tiga tingkatan: 

1) Pemeliharaan akal di tingkat dharuriyat mencakup larangan terhadap 

konsumsi khamr maupun substansi yang sejenis. Pelanggaran 

terhadap ketetapan ini dapat mengancam kelangsungan akal 

manusia. 

2) Pemeliharaan akal di tingkat hajiyat mencakup anjuran agar 

mengejar ilmu pengetahuan. Meskipun apabila ini diabaikan tidak 
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akan merusak keberadaan akal, namun dapat menyebabkan kesulitan 

dalam pengembangan pola piker dan berdampak pada kesulitan 

dalam kehidupan seseorang. 

3) Pemeliharaan akal di tingkat tahsiniyat melibatkan menghindari 

kegiatan seperti berhayal atau terlibat dalam aktivitas yang tidak 

memberikan manfaat, seperti melihat dan mendengar hal-hal yang 

tidak berguna. Meskipun hal ini tidak akan secara langsung 

mengancam eksistensi akal, namun tetap berhubungan dengan 

menjaga kualitas akal. 

d. Memelihara akal 

Pemeliharaan keturunan, berdasarkan tingkat kebutuhannya, dapat 

dibagi menjadi tiga tingkatan, sebagai berikut: 

1) Pemeliharaan keturunan di tingkat dharuriyat mencakup dorongan 

agar melaksanakan pernikahan serta meninggalkan larangan 

terhadap perzinaan. Pengabaian terhadap hal ini bisa mengancam 

keberlangsungan keturunan serta martabat manusia. 

2) Pemeliharaan keturunan di tingkat hajiyat mencakup penetapan talak 

jadi langkah untuk mengakhiri sebuah pernikahan. Jika talak tidak 

dilaksanakan, hal tersebut dapat memperburuk situasi dan 

menambah kesulitan dalam mempertahankan rumah tangga yang 

sudah tidak dapat dipertahankan. 

3) Pemeliharaan keturunan di tingkat tahsiniyat mencakup 

disyari‟atkannya khitbah (peminangan) serta walimah (resepsi) 
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dalam pernikahan. Tujuan dari hal ini adalah untuk melengkapi 

upacara pernikahan. Jika tidak dilaksanakan, hal ini tidak akan 

mengancam eksistensi keturunan atau harga diri manusia, dan tidak 

akan mempersulit kehidupan mereka. 

e. Memelihara Harta 

Pemeliharaan harta, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat 

dikelompokkan menjadi tiga tingkatan: 

1) Pemeliharaan harta di tingkat dharuriyat mencakup disyariatkannya 

kepemilikan harta melalui transaksi jual beli yang sah, serta larangan 

terhadap pengambilan harta orang lain dengan cara yang tidak sah, 

seperti mencuri atau merampok. Pelanggaran terhadap ketentuan ini 

dapat mengancam keberadaan harta itu sendiri. 

2) Pemeliharaan harta di tingkat hajiyat mencakup dibolehkannya 

transaksi jual beli salam (bayar dulu barang nanti) serta istishna‟ 

(jual beli pesanan). Jika ketentuan ini diabaikan, meskipun tidak 

mengancam eksistensi harta, hal itu dapat menimbulkan kesulitan 

bagi pemiliknya dalam mengembangkan hartanya. 

3) Pemeliharaan harta di tingkat tahsiniyat mencakup perintah untuk 

menghindari penipuan dan spekulasi. Ini lebih kepada etika dalam 

bermuamalah dan tidak akan mengancam kepemilikan harta jika 

diabaikan.
65

 

                                                           
65Abdurrahman, Zulkarnain, op. cit., h. 58-60. 



37 

 

 

6. Posisi dan Duduk Perkara 

a. Pihak Penggugat 

Identitas Penggugat: 

Fitriana Binti Achmad Faisal, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 

27 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S2, 

tempat kediaman di Jl. Firdaus No.8 A, RT02 RW01, Kelurahan 

Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. 

b. Duduk Perkara 

Dalam surat gugatan yang tertanggal 15 September 2022 dengan 

nomor registrasi perkara 1747/Pdt.G/2022/Pa.Pbr, dijelaskan bahwa 

setelah perceraian, meskipun putusan perceraian tidak menetapkan hak 

asuh anak, penggugat dan tergugat sepakat untuk memberikan hak asuh 

anak secara adil antara ibu dan ayah tanpa memutuskan hubungan antara 

anak dan kedua orang tuanya. 

  Akan tetapi, seiring berjalannya waktu menurut pengakuan 

penggugat justru tergugat menghalang-halangi penggugat untuk bertemu 

dengan anak-anaknya meskipun tergugat sudah menyampaikan secara 

baik-baik tetapi selalu ada alasan dari tergugat agar penggugat tidak 

bertemu dengan anaknya. Sehingga dengan alasan tersebut penggugat 

selaku ibu kandung mengajukan gugatan hak asuh anak (hadhanah) 

kepada Pengadilan Agama Pekanbaru. 
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B. Penelitian Terdahulu 

Tinjauan terhadap penelitian sebelumnya menjadi bagian yang sangat 

penting dalam penyusunan karya ilmiah. Hal ini bertujuan untuk memastikan 

orisinalitas penelitian sekaligus menunjukkan hasil kajian yang relevan dengan 

masalah dan topik yang akan diteliti. Tinjauan terhadap hasil penelitian bertujuan 

untuk memaparkan temuan yang relevan dalam pendekatan terhadap masalah 

penelitian, termasuk teori, analisis, kesimpulan, kelebihan dan kekurangan dari 

pendekatan yang digunakan oleh peneliti lain. Dengan demikian, penulis dapat 

memanfaatkan tinjauan tersebut sebagai landasan untuk memperluas dan 

mendalami penelitian agar terhindar dari duplikasi, kesalahan dan pengulangan 

serupa yang mungkin telah dilakukan para peneliti sebelumnya.
66

 Penulis 

memanfaatkan studi penelitian untuk menghimpun informasi dari objek kajian 

pada paper. 

Hasil yang penulis telusuri menemukan sejumlah karya yang memiliki 

kaitan erat dengan penelitian yang sedang dilaksanakan, di antaranya: 

Nurul Khumairoh mahasiswa Universitas Islam Riau, dengan judul 

skripsi, Tinjauan Terhadap Penetapan Hak Hadhanah Kepada Seorang Ayah 

Bagi Anak Perempuan yang Belum Mumayyiz (Studi Kasus Putusan Nomor. 

1642/Pdt.G/2016/PA.Pbr). Dalam skripsi ini, Nurul Khumairoh secara umum 

membahas putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memutuskan hak 

                                                           
66Sudaryono, Metodologi Penelitian, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 64. 
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asuh anak perempuan yang belum mumayyiz diberikan kepada ayah karena sang 

ibu dianggap tidak mampu mengasuh anak tersebut.
67

  

Persamaan dalam penelitian Nurul Khumairoh dengan penelitian penulis 

adalah sama-sama meniliti mengenai hak asuh anak atau hadhanah yang 

diberikan kepada bapak sedangkan yang paling berhak atas hak asuh anak yang 

belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah ibu. Adapun perbedaan 

antara penelitian penulis dengan penelitian tersebut terletak pada pisau analisis 

yang digunakan dalam meniliti sebuah perkara, penulis menggunakan perspektif 

Maqashid Syari‟ah dalam menganalisis putusan hakim sedangkan dalam 

penelitian Nurul Khumairoh hanya membahas secara umum mengenai 

pemindahan hak asuh anak kepada ayah dengan analisis hukum islam. 

Nova Andriani mahasiswa UIN Syarif Hidatullah Jakarta dengan judul 

skripsi, Penetapan Hak Hadhanah Kepada Bapak Bagi Anak yang Belum 

Mumayyiz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 

228/Pdt.G/2009/PA.JB). Dalam skripsi ini membahas mengenai pemberian hak 

asuh anak kepada bapak.
68

 

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Nova Andriani terdapat 

pada topik permasalahan yang mana hakim memberikan hak asuh kepada bapak 

yang mana Seharusnya seorang yang punya hak lebih terhadap hak asuh dari anak 

adalah ibu. Perbedaan penelitian penulis dan penelitian Nova Andriani yaitu, 

                                                           
67Nurul Khumairoh, “Tinjauan Terhadap Penetapan Hak Hadhanah Kepada Seorang 

Ayah Bagi Anak Perempuan yang Belum Mumayyiz (Studi Kasus Putusan Nomor. 

1642/Pdt.G/2016/PA.Pbr)”, (Skripsi: Universitas Islam Riau, 2019). 

68Nova Adriani, “Penetapan Hak Hadhanah Kepada Bapak Bagi Anak yang Belum 

Mumayyiz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 

228/Pdt.G/2009/PA.bB)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2011). 
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disini penulis meninjau dan menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama 

Pekanbaru yang memberikan hak asuh kepada bapak menggunakan tinjauan 

perspektif Maqashid Syari‟ah sedangkan dalam penelitiannya Nova Andriani 

menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan 

membandingkan pendapat dari segi fiqih dan hukum positif di Indonesia. 

Fachris Lutfi Rifiqi, seorang mahasiswa UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, dalam skripsinya melakukan penelitian mengenai pertimbangan 

hakim dalam menentukan pihak yang berhak menjadi hadhin atau hadhinah. 

Penelitian ini membahas siapa yang paling berhak untuk mengasuh anak, baik di 

antara ayah, ibu, maupun kerabat dekat, berdasarkan putusan Pengadilan Agama 

Bantul No. 0438/Pdt.G/2014/PA.Btl.
69

 

Penelitian yang dilakukan oleh Fachris memiliki kesamaan dengan apa 

yang penulis tulis, yaitu dalam kedua kasus, pengadilan menetapkan hak asuh 

anak terhadap bapak. Sedangkan, ada terdapat perbedaan mendasar, di mana 

Fachris Lutfi Rifiqi menganalisisnya melalui pendekatan hukum Islam, sementara 

penulis melakukan kajian melalui perspektif Maqashid Syari'ah. 

 

  

                                                           
69Fachris Lutfi Rifiqi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan 

Agama Bantul, No. 0438/Pdt.G/2014/PA.Btl Terhadap Hak Hadhanah, Yogyakarta: UIN Sunan 

Kalijaga, 2016. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang 

juga dikenal sebagai studi hukum pustaka (library research), merupakan 

penelitian yang dilaksanakan dengan menganalisis sumber-sumber pustaka atau 

data sekunder semata.
70

 

 

B. Subjek Penelitian 

Pelaksana atau pihak yang membuat ketetapan hukum dalam penelitian 

ini adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru. 

 

C. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah putusan yang dikeluarkan oleh Hakim 

Pengadilan Agama Pekanbaru. No. 1747/Pdt.G/2022/PA. Pbr yang berkaitan 

dengan hadhanah. 

 

C. Sumber Data 

Sesuai dengan peranannya untuk mendukung kelancaran penelitian, data 

dapat dibedakan menjadi dua klasifikasi, yaitu data primer serta data sekunder. 

Data primer merujuk pada data yang memiliki peran vital di sebuah penelitian, 

                                                           
70Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan 

Disertasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet ke 1, h. 12. 
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sering kali disebut sebagai data utama. Sementara itu, data sekunder juga memiliki 

peran penting, namun berfungsi sebagai pelengkap yang mendukung data utama.
71

 

Pada penelitian ini, penulis menghimpun data dari kedua sumber 

tersebut, yaitu: 

1. Data utama atau primer dalam penelitian ini berupa salinan keputusan 

hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A No. 1747/Pdt.G/2022/PA. 

Pbr yang berkaitan dengan hak asuh anak. 

2. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup ensiklopedia Islam dan 

literatur fiqih yang sesuai dengan tema yang dianalisis dalam penelitian 

ini. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah proses terorganisir yang mengikuti pedoman 

tertentu guna memperoleh informasi yang diperlukan. Pada penelitian jenis 

pustaka, tahap awal yang perlu dilakukan oleh peneliti adalah: 

1. Mengidentifikasi dan menghimpun data yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan yang diteliti. 

2. Melakukan pembacaan dan analisis terhadap data yang diperoleh guna 

memastikan kelengkapan dan ketepatan informasi. 

3. Mencatat dengan cara yang terorganisir dan konsisten, mengingat 

pentingnya ketelitian dalam pencatatan karena keterbatasan ingatan 

manusia. 

                                                           
71Mahi M. Hikmat, Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), Cet. Ke-2, h. 72. 
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E. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan penyusunan data 

dalam urutan tertentu, serta pengelompokannya ke dalam pola, kategori, dan unit 

deskripsi. Pada tulisan ini, penulis menerapkan metode analisis konten (content 

analysis). Content analysis merupakan pendekatan yang digunakan untuk 

mengidentifikasi, mempelajari dan menganalisis objek yang sedang diteliti. 

 

F. Teknik Penulisan 

Dalam menyusun penelitian tugas akhir ini, penulis menggunakan 

beberapa metode berikut: 

1. Deduktif 

Melalui metode ini, penulis menyampaikan data-data secara umum 

terlebih dahulu, kemudian menganalisisnya dan menarik kesimpulan untuk 

menghasilkan data yang lebih spesifik. 

2. Deskriptif 

Dengan menggunakan metode ini, penulis memberikan gambaran 

yang akurat mengenai isu yang diteliti berdasarkan data yang terkumpul, 

kemudian melakukan analisis untuk memperoleh kesimpulan. 

 

 

 

 

 



 

67 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sesuai dengan uraian dan analisis di atas, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Dalam perkara No. 1747/Pdt.G/2022/PA.Pbr tentang hak asuh anak 

(hadhanah), Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menetapkan 

putusan yang bertolak belakang dari ketentuan hadits dan Kompilasi 

Hukum Islam. Putusan ini didasarkan pada pertimbangan hukum yang 

mengutamakan kemashlahatan anak. Dalam hal ini, tujuan utama pada 

saat menetapkan hak asuh anak adalah untuk memastikan kemashlahatan 

anak itu sendiri, bukan untuk kemashlahatan pihak yang akan menjadi 

pengasuh anak tersebut. 

2. Dari perspektif Maqashid Syari‟ah, putusan Hakim Pengadilan Agama 

Pekanbaru Kelas 1A No. 1747/Pdt.G/2022/PA.Pbr yang menetapkan 

bapak sebagai pemegang hak asuh anak memang bertolak belakang 

dengan hadits nabi dan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang mana 

ibulah yang paling berhak atas hak asuh anak, akan tetapi setelah peneliti 

menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menggunakan 

perspektif Maqashid Syari‟ah, pertimbangan hukum yang diberikan oleh 

hakim selaras dengan penjagaan terhadap mashlahat dan menolak 

mudharat bagi anak yang mana ini merupakan tujuan syari‟at (Maqashid 

Syari‟ah) dan pada keadaan ini dalam hal menjaga agama (hifzu din), 
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menjaga akal (hifzu aql), menjaga jiwa (hifzu nafs) dan menjaga 

keturunan (hifzu nasl). 

 

B. Saran 

1. Sebagai pemegang hak asuh anak, ayah harus memperhatikan kebutuhan 

anak baik secara fisik maupun mental, mengingat anak merupakan 

karunia terbesar dari Allah SWT. dan doanya kelak dapat menjadi 

penolong bagi kedua orang tuanya. 

2. Para hakim Pengadilan Agama seharusnya selalu mempertimbangkan 

kemashlahatan bagi para pencari keadilan dalam setiap putusan yang 

diambil, mengingat kelak Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban 

atas keputusan-keputusan tersebut. 

3. Bagi para penuntut ilmu, terutama yang akan memilih profesi menjadi 

seorang hakim Pengadilan Agama, disarankan untuk memperdalam 

pengetahuan tentang bahasa arab dan fiqih serta mempelajari kitab-kitab 

yang relevan, mengingat permasalahan yang dihadapi masyarakat akan 

terus berkembang seiring berjalannya waktu. 
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